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Abstract
Grant is one of many ways to transfer land rights of the holder of the right to exclude others with just free. 
Under the terms of the law the Land, then the mandatory registration of transfer of rights to the Land’s 
grant legal actions undertaken. Research is using juridical empirical approach is carried out in the district 
research descriptive, with the population studied is the relevant parties that do grant, among others, the Notary 
head. The survey results revealed that the factors which is why there are still people who use the grants are 
Indigenous and do not use PPAT, due to ignorance, the issue of cost and the strong role of the village head 
in the process of transfer of rights over land (grants) .In the law that grants do customarily is a legitimate 
legal act, but not legally prove their grant legal act formally required in the provision of land registration. 
Transfer of land rights can only be registered if it is evidenced by the PPAT deed that serves as proof that 
the right has made the relevant legal acts, and in this respect grant. The conclusion of this study, that the 
grant Indigenous although legally valid customary but cannot be used as a condition for registration of land 
the parties facing PPAT, as a precondition for registration of land for grants, so the grants are not effective 
in the registration of customary land.
 
Keywords: Grants Indigenous, Land Registry, Effective.
Abstrak
 
97
Kajian Pembatalan Merek Putusan Nomor 08/Haki/M/2007/PN.Niaga Berdasarkan Undang-Undang ...
 
A. Pendahuluan
manusia karena dapat menentukan keberadaan dan 
dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.
Kesewenang-wenangan dapat terjadi selama proses 
penguasaan dan penggunaan hak atas tanah. Untuk 
mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan 
Hukum dan kebijakan pertanahan pada masa 
pada kepentingan dan keuntungan mereka sebagai 
berlaku sebagai hukum. Sedangkan dari segi 
dengan tujuan memberikan jaminan kepastian 
sertifikat. Pendaftaran tanah ini dikenal dengan 
Recht Cadaster atau Legal Cadaster
memberikan jaminan kepastian hukum melainkan 
Petok, Pipil, 
Girik, Ketitir Verponding Indonesia. Pendaftaran 
tanah ini dikenal dengan Fiscaal Cadaster 
menentukan kebijakan di bidang pertanahan 
hukum pembentukan hukum Agraria Nasional 
mengandung arti sebagai pengakuan tehadap hukum 
dari hak-hak lama dikonversi menjadi hak-hak baru 
Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; 
sementara
Kepastian hukum dalam bidang pertanahan 
secara sistematis atas setiap bidang tanah baik 
kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
dialihkan. Pengalihan hak atas tanah kepada pihak 
merupakan pemberian seseorang kepada orang 
lain  dengan tidak ada penggantian apapun dan 
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dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih 
lama dikenal dalam hukum adat.Pengertian hibah 
menurut hukum adat adalah suatu pemberian 
sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan 
imbalan suatu apapun.Hibah dalam pengertian lain 
adalah pembagian seluruh ataupun sebagian daripada 
agar harta tersebut dapat diberikan sesuai dengan 
sebelum ia meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah 
karena hibah harus dilaksanakan melalui prosedur 
hibah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk 
telah ditetapkan dan menimbulkan kesulitan terhadap 
hibah tersebut tidak ada. 
uraikan di atas maka penulis tertarik untuk untuk 
mengkaji dan menganalisis apakah hibah secara 
pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor 
B. Metode Penelitian
hibah hak atas tanah berdasarkan hukum adat dalam 
menggunakan metode penelitian 
dilanjutkan pada data primer di lapangan atau 
 dengan 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif 
interactive model of analysis
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 Sahnya Perbuatan hukum Hibah secara adat 
dan Pendaftaran  Tanahnya
Hibah sebagai perbuatan hukum berupa 
memberikan kewenangan untuk memiliki hak atas 
tanah tersebut dengan segala hak dan kewajiban-
perbuatan hukum ini haruslah dibuktikan bahwa 
perbuatan hukum itu dilakukan secara  sah menurut 
Sah.
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hibah. Sedangkan pelaksanaan hibah tersebut 
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
Kedua pihak pemberi hibah dan penerima hibah 
3. 
Para pihak menghadap kepala desa untuk 
hibah tersebut pada buku desa. 
6. 
7. 
diserahkan kepada kepala desa
Memperhatikan pelaksanaan hibah tersebut 
hal ini dapat dilihat dari sudut hukum Perdata bahwa 
Kesepakatan para pihak
pihak tersebut adalah sah menurut hukum. Dipandang 
dari hukum adat bahwa perbuatan hukum pengalihan 
berikut :
Perbuatan itu harus terang
3. 
dibawah tangan atau dapat dikatakan secara lisan 
terang disini bahwa hibah tersebut dibuat dihadapan 
sekaligus mengetahui bahwa  pemberi hibah berhak 
atas tanah tersebut  dan bahwa hibah tersebut dapat 
dilakukan.
hukum tersebut  termasuk harus didaftarkan 
untuk memperoleh kepastian hukum dan harus 
tersebut menghadap dan perbuatan hukum tersebut 
dibawah tangan atau secara adat belum memenuhi 
tanah.
Memperhatikan bahwa hibah merupakan suatu 
pendaftaran peralihan hak.
ketentuantuan sebagai berikut:
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan 
perbuatan hukum itu.
Perbuatan hukum  sebagaimana dimaksud 
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Notaris 
 
Harus ada ketentuan hibah persetujuan ahli 
waris lain.
3. 
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6. Jika  anak-anak selaku ahli waris lain tidak bisa 
bertempat tinggal luar pulau )
ini dimintakan pendaftaran peralihan ke Kantor 
ini bisa dilakukan oleh para pihak sendiri atau 
terlebih dahulu peralihan-peralihan hak dari 
Ada kerjasama antara Kepala Desa dengan 
di buku Peralihan Hak milik Desa dan 
dibubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah 
di kantor Pertanahan.Pembuatan akta hibah oleh 
peran penting dalam pembuatan akta hibah dan 
 Pejabat Pembuat Akta 
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah. 
dan diberhentikan oleh pemerintah. Pejabat umum 
kekuasaaan umum dan turut melaksanakan tugas 
pemerintah serta memiliki wewenang dan kewajiban 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum bagi para pihak. Pendaftaran tanah dalam 
dilakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak 
secara hibah maka pendaftaran tanah tersebut 
tetap dapat dilakukan pendaftaran dengan cara 
– Kasubsi Pendaftaran Hak.Jika proses hibah adat 
baru didaftarkan ke kantor pertanahan setelah tahun 
3. Surat keterangan administratif desa / buku 
kelurahan
6. 
oleh Kepala Desa.
7. 
Didaftarkan di Kantor Pertanahan
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keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
Pendaftaran ini termasuk pendaftaran tanah pertama 
kali.
Untuk pendaftaran tanah karena hibah atas 
3. 
6. 
7. 
materai cukup
Surat Kuasa apabila dikuasakan 
3. 
6. 
dipindah tangankan jika telah diperoleh ijin dari 
7. 
puluh ) juta rupiah
pemerintah tentang jenis tarif atas jenis 
Keterangan : Formulir permohonan memuat ;
Identitas diri
3. 
termasuk dalam pendaftaran pemeliharaan. Seperti 
pendaftaran tanah adalah :
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
pendaftaran tanah meliputi :
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan 
hak;
b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran 
3. Pasal 36
a. Pendaftaran data pendaftaran tanah 
dilakukan apabila terjadi perubahan 
mendaftarkan perubahan sebagaimana 
kantor Pertanaham
Memperhatikan Pasal-Pasal tersebut maka hal- 
berikut :
Hibah atas tanah wajib dibuat akta hibah 
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3. Hibah wajib dilakukan pendaftaran tanah 
sebagai dasar perubahan data pendaftaran karena 
Pendaftaran tanah karena hibah selain untuk 
kepentingan Pemerintah dalam administrasi 
karena hibah ini akan memberikan jaminan kepastian 
adalah : 
Untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan kepada pemegang hak atas suatu 
bersangkutan;
agar dengan mudah dapat memperoleh data 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 
3. 
pertanahan.
tidak didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat 
menjawab hal ini dapat ditinjau dari beberapa 
Jika ditinjau dari perbuatan hukum hibah dan 
dan menuangkan kehendak para pihak dalam 
secara sah.maka sejak dibuatkan akta hibah 
sudah terjadi peralihan hak dari pemberi hibah 
kepada penerima. Jadi tanpa didaftarkan tidak 
ini tidak didaftarkan kurang lengkap atau kurang 
membawa kepastian hukum atas hak tanah.
dilanjutkan dengan pendaftaran tanah akan 
3. 
kantor pertanahan.  
kepada  kantor Pertanahan untuk didaftar.
Berdasarkan Pasal-Pasal diatas wajib dilanjutkan 
kepastian hukum dan sekaligus perlindungan 
para pihak.
Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 
hibah akan menghasilkan sertifikat hak atas 
kuat.
Mengenai kedudukan sertifikat sebagai alat 
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Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak 
bersangkutan.
Dalam hal atas sebidang tanah sudah diterbitkan 
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara 
hak atas tanah itu  tidak dapat lagi menuntut 
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat 
tersebut.
Tabel 1
Pendaftaran Tanah Karena Hibah
Nomor Jumlah
3
Sumber Kantor Pertanahan Kab Boyolali 2015.
Memperhatikan tabel diatas dapat disimpulkan 
bahwa permohonan pendaftaran peralihan karena 
dari angka ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran 
dengan analogi bahwa Pendaftaran tanah peralihan 
hibah tanpa dilengkapi dengan akta hibah.
D. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok 
bahwa:
melakukan pendaftaran peralihan hak di kantor 
peralihan hak di kantor Pertanahan kabupaten 
kekuatan hukum karena memenuhi unsur hukum 
Pengadilan dapat dijadikan dasar untuk proses 
tidak merugikan hak ahli waris lain.
E. Saran
:
Kepala Desa sebagai wakil Pemerintah 
informasi atas kebijakan Pemerintah di Bidang 
terbaru dan transparan atas mekanisme dan 
peralihan hak.dan melaksanakan  kewajiban 
keterbukaan informasi pertanahan sesuai UU 
keterbukaan informasi.
3. 
dan pendaftaran peralihan sesuai prosedur dan 
tanah dikemudian hari.
Daftar Pustaka    
Peralihan Hak atas Tanah dan 
Pendaftarannya. 
Dj am ana t  Sam os i r .  201 3 .  Hu kum A dat 
Indonesia,Eksistensi dalam Dinamika 
Perkembangan Hukum di Indonesia. 
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Metodologi Penelitian Kualitatif, 
Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. 
Usaha Memahami Peraturan 
Tata Usaha Negara. Jakarta; Pustaka Sinar 
Harapan.
Hak Anda Atas Tanah. 
Hak Asasi Manusia, Hakekat,Konsep 
dan Implementasinya dalam Perspektif 
Hukum dan Masyarakat
Aditama.
Pengantar Hukum 
Administrasi Negara Indonesia (Introduction 
to the Indonesia Administrative Law
Pemahaman terhadap Metode 
Penelitian Hukum. (Diktad). Surakarta; 
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana 
UNS.
Pengantar dan Azas-
azas Hukum Adat. Bandung; Alumni.
Hukum Agraria kajian 
Komprehensif.   Kencana Prenadamedia.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria 
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